
BUPATI PACITAN 
PROVINSIJAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 123 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas
memberikan fleksibelitas berupa keleluasaan untuk 
menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan daerah, sebagai pengecualian dari 
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;

b. bahwa guna terkait administrasi pengelolaan keuangan 
BLUD Puskesmas sesuai dengan perkembangan kondisi 
saat ini, khususnya terkait penggunaan sisa lebih 
perhitungan anggaran BLUD Puskesmas maka Peraturan 
Bupati Nomor 123 Tahun 2022 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah 
Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 
123 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan 
Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) Sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 
Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 
Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.05/2016 
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 2140);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negera 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Tahun 
2019 Nomor 1335);

11. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok- 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan 
(Lembar Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2022 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah 
Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten 
Pacitan Tahun 2022 Nomor 123);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 123 
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 
KEUANGAN PADA BAD AN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT 
KESEHATAN MASYARAKAT.

PasalI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 123),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Pasal 41

(1) SILPA BLUD Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan 
dan pengeluaran BLUD Puskesmas selama 1 (satu) tahun anggaran.

(2) SILPA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.

(3) SILPA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan 
dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Kepala Daerah 
disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan 
mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD 
Puskesmas.

2. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 9 (sembilan) Pasal, yakni Pasal 41a, 
Pasal 41b, Pasal 41c, Pasal 4 Id, Pasal 41e, Pasal 4 If, Pasal 41g, Pasal 41h, 
Pasal 4 li sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ked.ua
Pemanfaatan

Pasal 41a

(1) Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas dalam tahun 
anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dapat 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

(2) Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas dalam tahun 
anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) yang 
digunakan untuk membiayai program dan kegiatan haras melalui mekanisme 
APBD.

(3) Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran 
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dalam kondisi 
mendesak dapat dilaksanakan mendahului perabahan APBD.

(4) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum 

tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran 
berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
keragian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.



Bagian Ketiga 
Deflsit Anggaran

Pasal 41b

(1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan 
belanja BLUD.

(2) Dalam hal anggaran BLUD diperkiraan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk 
menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari SILPA tahun 
anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman

Bagian Keempat 
Prosedur Penggunaan

Pasal 41c

(1) Nilai SILPA BLUD Puskesmas yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan 
Perangkat Daerah yang membidangi anggaran, untuk diperhitungkan dan 
dapat digunakan di awal tahun anggaran berikutnya.

(2) Laporan SILPA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai 
dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.

(3) SILPA BLUD Puskesmas digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis 
belanja BLUD Puskesmas meliputi:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa; dan
c. belanja modal.

Pasal 41d

Pemerintah Daerah selaku pemilik BLUD Puskesmas dapat memberikan 
fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran yang bersumber dari BLUD 
Puskesmas, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan 
penggunaan SILPA.

Pasal 41e

Mekanisme pelasanaan penggunaan SILPA BLUD Puskesmas merupakan 
pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

Bagian Kelima 
Penyetoran

Pasal 41f

(1) SILPA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) 
dilakukan dari rekening kas BLUD Puskesmas ke Rekening Kas Umum Daerah 
atas perintah Bupati.

(2) Penyetoran SILPA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan untuk:
a. pembinaan pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas; dan/atau
b. optimalisasi kas Daerah.

(3) Penyetoran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyetoran 
tanpa kewajiban pengembalian.

(4) Atas penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah 
dapat mengalokasikan anggaran dalam rangka sharing program dan kegiatan 
prioritas BLUD Puskesmas pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan 
kemampuan keuangan Daerah.



Pasal 41g

Perintah penyetoran SILPA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 If ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD dan diketahui 
berdasarkan laporan keuangan teijadi surplus anggaran BLUD Puskesmas dengan 
tidak mengganggu likuiditas dan rencana pengembangan layanan tahun beijalan 
dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.

(1) Perintah penyetoran SILPA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 41g, ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Perintah Penyetoran 
SILPA BLUD Puskesmas ke Rekening Kas Umum Daerah.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat:
a. besaran SILPA BLUD Puskesmas yang disetorkan;
b. batas waktu penyetoran SILPA BLUD Puskesmas ke kas Daerah; dan
c. rekening asal dan rekening tujuan.

(1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Perintah Penyetoran SILPA BLUD 
Puskesmas ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 41h, Pemimpin BLUD Puskesmas menyetorkan SILPA BLUD Puskesmas 
ke rekening kas umum Daerah melalui bank yang ditunjuk.

(2) Penyetoran SILPA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan sebagai transaksi non anggaran.

(3) Pemimpin BLUD Puskesmas menyampaikan Salinan bukti penyetoran SILPA 
BLUD Puskesmas ke rekening kas umum daerah melalui PPKD.

(4) BLUD Puskesmas dan PPKD mencatat dan melaporkan setiap transaksi 
penyetoran SILPA BLUD Puskesmas.

(5) Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka transaksi penyetoran SILPA 
dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintah pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Pasal 41h

Pasal 41i

Pasal II

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal 6 - 2 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI
Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 6 - 2 - 2024

KABUPATEN PACITAN

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR

Salinan, sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum,

Pembina Tingkat I 
NIP. 19690303 198903 1 006


